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Indonesia mempunyai masalah lingkungan hidup yang besar dalam deforestasi. Setiap tahun tutupan hutan
Indonesia berkurang dengan sangat luas, baik yang sengaja maupun tidak direncanakan oleh Pemerintah.
Pada pandemi COVID-19, Pemerintah mengeluarkan Program Strategis Nasional yang dapat menciptakan
deforestasi dengan nama Food Estate. Food Estate adalah program pertanian pangan skala luas yang
dibingkai untuk tujuan ketahanan pangan. Program ini dibentuk sebagai respons peringatan Food and
Agriculture Organization (FAO) yang mewaspadai kerentanan pangan dalam situasi pandemi.
Permasalahannya, program pertanian pangan skala luasini dapat dibangun di kawasan hutan. Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7
Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja melandasi program ini dengan
mekanisme Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Penelitian hukum ini menggunakan metode
normatif yang mengkaji Food Estate berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang pangan dan
kehutanan. Penelitian ini akan berfokus menganalisis Food Estate dengan menitikberatkan pada
perlindungan kawasan hutan lindung dan ekosistem gambut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat
permasal ahan hukum dalam peraturan yang melandasi program Food Estate. Program ini tidak sejalan
dengan perlindungan dan pengel olaan lingkungan hidup di sektor kehutanan. Program ini memiliki enam
masalah hukum, yakni (1) tidak memiliki urgensi karena hanya membingkai masalah ketahanan pangan
dengan sempit, (2) bertentangan dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (3) tidak
terbuka dan partisipatif karena menggunakan KLHS cepat, (4) mengalihfungsikan hutan lindung, (5)
kontradiktif terhadap upaya perlindungan dan restorasi gambut dan (6) menyulitkan pertanggungjawaban
hukum untuk memulihkan hutan. Penelitian ini menyarankan Pemerintah untuk mengevaluasi peraturan
yang melandasi program Food Estate sehingga pertanian pangan tidak dilakukan dengan deforestasi dan
sesual dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup untuk melindungi tutupan
dan kualitas fungsi hutan

...... Indonesia has a major environmental problem with deforestation. Every year Indonesia's forest loss
significantly both intentionally and unplanned by the Government. During the COVID-19 pandemic, the
Government issued a National Strategic Program that can create deforestation named Food Estate. Food
Estate is alarge-scale agri-food program framed for food security goals. This program was formed in
response to a warning from the Food and Agriculture Organization (FAO) which is aware of food
vulnerability in a pandemic situation. The problem is that this large-scale food-agriculture program can be
built in forest. Government Regulation Number 23 of 2021 and Minister of Environment and Forestry
Regulation Number 7 of 2021 as implementing regulations for the Job Creation Law underlies this program
with the Forest Area mechanism for Food Security. Thisresearch is legal research using a normative method
that examines Food Estate based on food and forestry regulations. This research will focus on analyzing
Food Estate with an emphasis on protecting protected forest areas and peat ecosystems. Thisresearch
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concludes that there are legal issuesin the regulations that underlie the Food Estate program. This program
isnot in line with the protection and management of the environment in the forest sector. Thisprogramis
problematic for six reasons, namely (1) it lacks of urgency because it frames the problem of food security
narrowly, (2) it conflicts with the principles of environmental protection and management, (3) it is not
transparent and participatory because it uses the “quick appraisal KLHS’, (4) converts protected forests, (5)
contradicts efforts to protect and restore peat and (6) makes it difficult for legal accountability to restore
forests. This research suggests the Government should evaluate regulations that support the Food Estate
program so that food agriculture is not carried out by deforestation and follows the mandate of laws and
regulations in the environmental sector to protect forest cover and quality function.



